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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sumatera  Selatan  merupakan  suatu  provinsi  yang  terdapat  di  Indonesia  yang

beribukota di Palembang. Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 °  LS

- 4 °  LS dan 102 °  BT - 106 °  BT, dengan luas daerah seluruhnya 8.7421.240

km² (Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka, 2017: 5), dan berbatasan dengan Jambi

di sebelah utara, Bengkulu di sebelah barat, Bangka Belitung di sebelah timur, dan

Lampung  di  sebelah  selatan. Penduduk  Provinsi  Sumatera  Selatan  berdasarkan

proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 8.160.901 jiwa yang  terdiri dari berbagai

macam suku seperti Komering, Pasemah, Ogan, Palembang, Jawa, Tionghoa, Bugis,

Minang, Aceh, Batak, dan masih banyak lagi. Mayoritas penduduk Sumatera Selatan

memeluk  agama  Islam,  dengan  sebagian  kecil  lainnya  memeluk  agama  Nasrani,

Buddha, Konghucu, serta Hindu (Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka, 2017: 40).

Dilihat dari topografinya, wilayah Sumatera Selatan merupakan wilayah yang berupa

rawa-rawa dan hutan bakau disebelah pantai timur Sumatera, lalu di bagian tengah

merupakan wilayah dataran rendah, hingga ke bagian barat yang merupakan daerah

dataran tinggi dimana daerah tersebut dilalui oleh Bukit Barisan, sehingga terdapat

beberapa gunung seperti Gunung Dempo (3159 mdpl), Gunung Patah (1107 mdpl),

dan bukit-bukit kecil lainnya. Sumatera Selatan juga dilalui oleh sungai sebanyak 9

sungai dimana sering dikenal sebagai Batanghari Sembilan, yang terdiri atas Sungai

Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Rupit,  Sungai Kelingi,  Sungai

Rawas, Sungai Lakitan, dan Sungai Lalan yang merupakan anak dari Sungai Musi

dan  bermuara  ke  Selat  Bangka.  Sumatera  Selatan  memiliki  kekayaan  alam yang

sangat  melimpah  dan  menjadikannya  sebagai  salah  satu  lumbung  kekayaan  alam



nasional.  Hal  itu  dapat  dibuktikan  dengan  banyaknya  kekayaan  alam dari  sektor

pertambangan khususnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, dari sektor

perkebunan seperti karet, kelapa sawit, dan tanaman industri lainnya, dan dari sektor

pertanian seperti padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan.
Pemberlakuan  sistem  otonomi  daerah  pada  tahun  2000,  memberikan  suatu

kesempatan  yang  luas  bagi  daerah  untuk  mengelola  apa  yang  terkandung  di

daerahnya sendiri. Hal tersebut menyebabkan sektor sosial dan ekonomi masyarakat

daerah  perlahan  mulai  menggeliat.  Namun,  pada  pelaksanaannya  sistem  otonomi

daerah masih mendapat pengawasan dari pusat agar sistem tersebut dapat berjalan

dengan baik dan tidak menyimpang dari apa yang sudah direncanakan.
Supaya  dapat  melaksanakan  tugas  otonomi  daerah  dengan  sebaik-baiknya,  ada

beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian, pertama manusia pelaksananya harus

baik  yang  merupakan  faktor  esensial  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,

kedua keuangan yang baik berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan

pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku, ketiga

peralatan  yang  cukup  dan  baik  maksudnya  setiap  benda  atau  alat  yang  dapat

dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah, dan

keempat organisasi  yang baik maksudnya satuan-satuan organisasi beserta segenap

pejabat,  kekuasaan,  tugasnya,  dan  hubungannya  satu  sama  lain,  dalam  rangka

mencapai sesuatu tujuan tertentu (Kaho, 2007: 66-69). 
Berdasarkan  konsep  otonomi  daerah  pada  tahun  2000  dimana  setiap  daerah

(khususnya provinsi/kabupaten)  berhak mengatur  urusan rumah tangganya sendiri,

maka  berbagai  tempat  di  daerah  terus  mengalami  berbagai  banyak  kemajuan-

kemajuan.  Khususnya  di  Sumatera  Selatan  merupakan  suatu  provinsi  yang

mengalami perkembangan yang pesat. Sebelum dilakukan peraturan otonomi daerah,

Sumatera Selatan hanya terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kotamadya. Masing-masing

wilayah  memiliki  wilayah  yang  luas,  sehingga  terjadi  ketidakmerataan  dalam hal

pembangunan.  Seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan  dilaksanakannya  otonomi

daerah,  maka  dilakukan  pemekaran  wilayah  seperti  contoh  Kabupaten  Musi

Banyuasin yang dimekarkan menjadi 2 kabupaten, Kabupaten OKU yang dimekarkan



menjadi  3  kabupaten,  Kabupaten  Lahat,  Muara  Enim,  dan  Musi  Rawas  yang

dimekarkan menjadi masing-masing 2 kabupaten dan 1 kota (untuk hasil pemekaran

Kabupaten Muara Enim termasuk juga termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir).  Pada  masa  kini,  setelah  dilaksanakannya  otonomi  daerah  Sumatera  Selatan

memiliki 13 kabupaten, 4 kotamadya, 232 kecamatan, 377 kelurahan, dan 2.859 desa

(Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka, 2017: 23).
Mengenai tata cara pembentukan daerah baru, terdapat beberapa indikator pengujian

pembentukan yang meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Syarat

administratif yaitu adanya persetujuan dari DPRD tingkat kabupaten, DPRD tingkat

provinsi,  dan  gubernur  setempat.  Syarat  teknis  meliputi  faktor  ekonomi,  potensi

daerah, sosial politik, kependudukan, dan luas daerah. Syarat fisik yaitu setidaknya

paling  sedikit  memiliki  5  kecamatan  agar  dapat  membentuk  1  kabupaten  sendiri

(Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007).
Otonomi  daerah  menjanjikan  perubahan  bagi  eksistensi  lokal.  Ia  dipercaya

mendekatkan  negara  kepada  masyarakat  dengan  memberikan  pelayanan  publik,

memberdayakan  masyarakat  lokal,  dan  memperkuat  akuntabilitas  lokal.  Semua

praktik  politik  dalam  konteks  otonomi  daerah  lebih  banyak  menguntungkan  elit

politik  lokal.  Setelah  pembentukan  daerah  baru  berhasil  dilakukan,  maka  untuk

selanjutnya ialah mengisi unsur pemerintahan agar kehidupan daerah baru tersebut

dapat berjalan sebagai mana mestinya. Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah pada

awalnya ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri, yang nantinya akan menjabat

selama  beberapa  tahun  hingga  dilaksanakannya  pemilihan  kepala  daerah  dan

pemilihan  umum  untuk  mengisi  unsur  pemerintahan  pada  bidang  eksekutif  dan

legislatif daerah.
Khusus yang terjadi di Kabupaten Muara Enim, terjadi persoalan yang dirasakan oleh

masyarakat  yang berada  di  Kecamatan  Talang Ubi,  Kecamatan  Abab,  Kecamatan

Penukal,  Kecamatan Penukal Utara,  dan Kecamatan Tanah Abang adalah masalah

terlalu jauhnya rentang kendali ke pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Keinginan

untuk  membentuk  kabupaten  tersendiri  juga  didasari  oleh  2  hal  pokok,  yaitu

keinginan dalam pemerataan pembangunan dan adanya potensi sumber daya alam



yang  cukup  luas  dan  menjadi  nilai  tambah  yang  cukup  tinggi  sehingga  mampu

menjadi  sumber  dana  bagi  pembangunan Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir

(Undang-Undang No 7 Tahun 2013). Selain itu juga, muncul gejolak-gejolak politik

dengan  hadirnya  tokoh-tokoh  daerah  yang  memainkan  peran  dalam  usaha

pembentukan wilayah kabupaten  baru lepas  dari  wilayah Kabupaten  Muara  Enim

yaitu meliputi  5  wilayah kecamatan yang termasuk dalam cakupan tersebut,  yang

menamakan diri sebagai Penukal Abab Lematang Ilir.
Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  merupakan  daerah  hasil  pemekaran  dari

Kabupaten Muara Enim, yang memiliki luas sebesar 1.840 km2

 (Kabupaten PALI

dalam Angka,  2018:  3)  dan jumlah penduduk sebanyak 184.671 jiwa (Kabupaten

PALI dalam Angka,  2018:  63).  Kabupaten  Penukal  Abab Lematang Ilir  memiliki

potensi kekayaan alam seperti karet, kelapa sawit, minyak bumi, batubara, dan gas

alam.  Pemekaran  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  dilakukan  berdasarkan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.
Perkembangan politik yang dimaksud yaitu yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir  dimulai  pada saat  terjadi  semenjak dari  awal  rencana pembentukan

kabupaten,  yang  melibatkan  beberapa  tokoh  yang  berasal  dari  kalangan  partai,

golongan  intelektual  (terutama  putera  daerah  yang  memiliki  kedudukan  baik  di

daerah maupun di luar daerah), dan masyarakat yang saling bahu-membahu hingga

setelah berdirinya kabupaten tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Muara Enim.

Lalu mulai masuknya partai-partai politik, yang nantinya akan maju pada pemilihan

umum  dan  berkoalisi  dalam  mengusung  calon  kepala  daerah  untuk  menyusun

pemerintahan.
Kronologi  perjalanan  usaha  masyarakat  dalam  memperjuangkan  pembentukan

Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  bermula  pada  penghujung  tahun  2003,

muncul  wacana  pemekaran  kabupaten  baru  yang  terpisah  dari  Kabupaten  Muara

Enim.  Hal  ini  kemudian  didukung  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat  dari  kecamatan

Talang Ubi, Penukal Abab, Penukal Utara, dan Tanah Abang. Berbagai tokoh-tokoh



masyarakat  berkeliling  mencari  dukungan  di  kecamatan-kecamatan  terkait  yang

menghasilkan  kesepakatan  semua  komponen  masyarakat  agar  mendesak  segera

dibentuknya  daerah  otonomi  baru.  Selanjutnya,  pertemuan  diadakan  di  beberapa

tempat seperti Kampus Perguruan Tinggi Serasan, Muara Enim, kediaman H. Anwar

Mahakil, S.H. di Jalan Angkatan 45 Palembang dan Desa Mangku Negara, serta di

Jalan  Benakat  Kecamatan  Talang  Ubi.  Hingga  pada  bulan  Mei  2004  di  kampus

Perguruan Tinggi Serasan diadakan pertemuan untuk mendesak para Kepala Desa,

BPRD, Organisasi Massa, LSM, dan perwakilan Partai Politik serta komponen terkait

lainnya  untuk  segera  menyampaikan  dukungan  secara  tertulis.  Hingga  akhirnya

terbentuknya Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

yang diketuai oleh H. Anwar Mahakil, S.H. Dewan Presidium Pemekaran Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir memiliki beberapa bidang, yaitu Birgjen (Purn) Drs. H.

Ibrahim Saleh, Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Paristewa, dan H. Nang Ali Solichin, SH

sebagai  penasehat,  H.  Amri  Ahmad,  S.H,  sebagai  sekretaris  umum,  H.  Ibrahim

Machbor sebagai ketua bidang Humas, Drs. H. Ali Zaman M. Noor sebagai ketua

bidang Kaderisasi, Ir. Yulius Caesar sebagai ketua bidang Perencanaan, Drs. H. Imron

Usmar sebagai ketua bidang Organisasi (Sadewo, 2014:  175-179), dan dianggotai

oleh beberapa tokoh masyarakat, politikus, golongan intelektual, dan kepala desa dari

5 kecamatan yang berada di daerah persiapan Kabupaten Penukal Abab Lematang

Ilir. Perjalanan dalam perjuangan membentuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

mengalami kesulitan akibat terjadinya permasalahan-permasalahan hingga memakan

kurun waktu  9 tahun lamanya,  hingga pada  tanggal  14 Desember  2012 diadakan

sidang  paripurna  Komisi  II  DPR  RI  bersama  Menteri  Dalam  Negeri  yang

menghasilkan kesepakatan yaitu pengesahan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir, lalu pada 11 Januari 2013 dikeluarkan UU No. 7 Tahun 2013 tentang

pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Atas  ditetapkannya pembentukan Kabupaten Penukal  Abab Lematang Ilir, muncul

gejolak politik dimana masyarakat menginginkan kepemimpinan yang dipegang oleh

putera daerah. Muncul beberapa tokoh yang digadang-gadang sebagai bakal calon,



baik itu  dari  kalangan intelektual,  politikus,  hingga swasta.  Hingga akhirnya pada

tanggal 22 April 2013 dilantik Ir. H. Heri Amalindo, M.M (eks Kepala Dinas PU Bina

Marga  Provinsi  Sumatera  Selatan  Tahun  2009  -  2013)  sebagai  Penjabat  Bupati

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penunjukkan Ir. H. Heri Amalindo, M.M.

berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah beliau berasal dari desa Air

Itam, Kecamatan Penukal. Sehingga beliau merupakan putera daerah asli. Selain itu

juga beliau memiliki latar belakang karir yang baik sehingga dapat dipercaya untuk

melaksanakan pembangunan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang belum

memiliki fasilitas pelayanan publik yang memadai.
Pada  perjalanannya,  gejolak  perpolitikan  berlanjut  pada  tampuk kepemimpinan di

Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  sudah  mengalami  pergantian  sebanyak

beberapa kali. Dimulai dari dilantiknya Ir. H. Heri Amalindo, M.M. sebagai penjabat

bupati pada 22 April 2013, lalu pada 22 April 2015 jabatan tersebut digantikan oleh

Drs. H. Apriyadi, M.Si (eks Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan) sebagai

caretaker, dikarenakan Ir. H. Heri Amalindo M.M. maju dalam Pilkada Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2015 yang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati –

wakil bupati, yaitu Ir. H. Heri Amalindo, M.M. – Ferdian Andreas Lacony, S.Kom.,

M.M. (HAFAL),  Sukarman – Almarizan (SUKA),  dan Eftiyani  – Mukhtar  Jayadi

(YAMU) yang dimenangkan oleh pasangan Ir. H. Heri Amalindo, M.M. – Ferdian

Andreas Lacony, S.Kom., M.M. sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir  2015 – 2020 yang didukung oleh koalisi  partai  yaitu

Golkar, PDIP, PKS,  Nasdem, PBB, PAN, Demokrat,  dan PKPI dengan perolehan

75,15% suara.
Keberhasilan terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir maka tercapainya

cita-cita  otonomi  daerah  yang  bertujuan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan

daerah  sebaik  mungkin  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Kabupaten  Penukal  Abab

Lematang  Ilir  dalam perkembangannya  mengalami  kemajuan  yang  pesat,  dengan

diadakannya pembangunan-pembangunan di berbagai wilayah. Hal ini tak lepas dari

peran para tokoh masyarakat,  politisi,  tokoh intelektual,  kepala desa se-kabupaten



Penukal Abab Lematang Ilir dengan dukungan seluruh masyarakat dalam perjuangan

pembentukan  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  selama  hampir  9  tahun

lamanya, hingga terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  pada tahun

2013.  Dan  hingga  pada  tahun  2015,  aspek  politik  mengalami  perkembangan  di

kehidupan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan memberikan

hak politiknya dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk pertama kalinya.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  melihat  bagaimana

perkembangan  politik  di  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  dimulai  dari

digagasnya pembentukan presidium hingga pemilihan kepala daerah untuk pertama

kalinya pada tahun 2015. Adapun judul pada penelitian ini adalah  “Perkembangan

Politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2004 – 2015”.
1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam

penelitian  “Perkembangan  Politik  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  Tahun

2004 – 2015” adalah :
1. Bagaimana perkembangan awal  pembentukan Kabupaten Penukal  Abab Lematang

Ilir ?
2. Bagaimana perkembangan politik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun

2004- 2015 ?
3. Bagaimana perkembangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir setelah menjadi

kabupaten pada tahun 2013 – 2015 ?
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini

adalah untuk menjelaskan:
1. Perkembangan awal pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Perkembangan politik  Kabupaten Penukal  Abab Lematang Ilir  pada tahun 2004 –

2015
3. Perkembangan Kabupaten Penukal  Abab Lematang Ilir  setelah menjadi  kabupaten

pada tahun 2013 - 2015
1.4  Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti mengadakan penelitian mengenai masalah ini adalah:
1. Menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai sejarah lokal Sumatera

Selatan.



2. Sebagai bahan studi dan rujukan bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut

mengenai masalah ini dan melakukan penelitian lanjutan.
3. Menambahkan dan melengkapi data bagi lembaga pemerintahan daerah
4. Sebagai  bahan  masukkan  sekaligus  pertimbangan  bagi  pemerintah  daerah  yang

mengatur  segala  kebijakan  yang  berlaku  di  wilayah  Kabupaten  Penukal  Abab

Lematang Ilir.
1.5  Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan kesalahan dalam penguraian masalah yang

akan diteliti dan lebih sistematis, maka perlu diadakan suatu pembatasan dalam ruang

lingkup  penelitian  masalah.  Oleh  karena  itu  peneliti  membatasi  ruang  lingkup

masalah yaitu :
1.5.1 Ruang Lingkup Spasial
Skup Spasial dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pembatasan wilayah yang

akan  menjadi  objek  penelitian.  Dalam  penelitian  ini  untuk  wilayahnya  adalah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
1.5.2 Ruang Lingkup Temporal
Skup  Temporal  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  melakukan  pembatasan  kurun

waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini diambil kurun waktu tahun

2004 – 2015. Pembatasan waktu ini mengambil tahun terbentuknya Dewan Presidium

Persiapan  Pembentukan  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  berdasarkan  SK

Bupati  Muara  Enim  nomor  508/KPTS/III/2007  yang  menyetujui  rencana

pembentukan  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang  Ilir  dan  pengesahan  Dewan

Presidium Pemekaran  Kabupaten  Penukal  Abab  Lematang Ilir  yang digagas  pada

tahun  2004.  Serta  waktu  terkini  yaitu  pada  tahun  2015,  yang  mana  sudah

dilaksanakan  pemilihan  kepala  daerah  pertama  kalinya  secara  langsung  oleh

masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
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